BAB I

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fakta, data dan analisa diatas, maka penulis berkesimpulan,
bahwa perkembangan IPTEK mengalami kemajuan yang begitn pesat dan signifikan,
khususnya di bidang telekomunikasi, perkembangan teknologi telepon genggam
sebagai alat telekomunikasi terus mengalami kemajuan, hingga mampu mengubah
tatanan dan kebiasaan masyarakat sosial, telepon genggam menghadirkan sifat
flexibel dan dinamis bagi para penggunanya, dengan cara menghadirkan kemudahan
berbasiskan teknologi komputer.

Namun seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi telepon genggam,
ternyata diiringi dengan dampak yang besar pula, melalui praktek-praktek
penyalahgunaan fungsi dari teknologi telepon genggam, yang digunakan untuk
kepentingan pribadi maupun kelompok, yang dapat menimbulkan kerugian bagi
orang lain baik secara materiil maupun secara imateriil.

Sesuai fungsinya maka hukum pidana mempunyai kewajiban untuk
melindungi kepentingan hukum dan menjaga tatanan masyarakat dari tindakan-
tindakan yang dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara
imateriil. Akan tetapi pada kenyataannya, hukum pidana belum mampu

menaggulangi tindakan kejahatan yang menggunakan telepon genggam.
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Paradigma hukum pidana yang berlaku tidak lagi relevan dengan
perkembangan pesat yang terjadi di dalam tatanan masyarakat, dimana perkembangan
IPTEK begitu pesat, namun disisi yang lain hukum pidana tidak melakukan
perubahan-perubahan guna mengimbangi perkembangan dan kemajuan IPTEK
khususnya dibidang telekomunikasi. Sehingga hukum pidana tidak mampu

menaggulangi kejahatan yang menggunakan telepon genggam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mempunyai saran, bahwa sudah
selayaknya hukum pidana melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap
perkembangan masyarakat modern yang berbasikan pada IPTEK. Dengan segera
membentuk paradigma baru yang berlandaskan IPTEK, dimana hal ini menjadi
sangat penting, guna merumuskan delik-delik baru di dalam KUHP yang berkaitan
dengan kemajuan IPTEK, sehingga nantinya dapat memberikan perlindungan hukum

dan melakukan tatanan sosial secara maksimal terhadap masyarakat.
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